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BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 821.2/02 -SK/Il TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI MUTASI/ROTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH

bahwa untuk kepentingan Dinas dipandang perlu
dengan segera membebaskan dan mengangkat
Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur
2 dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
sebagaimana tersebut pada lajur 6 dan 7 lampiran
Keputusan ini dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Maluku Tengah;

. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama = melalui
Mutasi/Rotasi tersebut di -atas telah mendapat
persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara
Republik Indonesia dengan surat yang nomor dan
tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan 9 dari
daftar lampiran keputusan ini;

bahwa Pengangkatan tersebut perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah.

. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Se-Maluku;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian
Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan
Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 72014 ‘tentang

Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor
04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah;

12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kabupaten Maluku Tengah;

13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 44 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kabupaten Maluku Tengah;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

Nomor B-380/KASN/02/2020 tanggal 05 Pebruari
2020;

2. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
Nomor B-3361/KASN/11/2020 tanggal 05 November
2020;

3. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
Nomor B-2654/KASN/08/2021 tanggal 05 Agustus
2021; ;

4. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
Nomor B-3786/KASN/10/2021 tanggal 27 Oktober
2021;

5. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
Nomor B-4595/KASN/12/2021 tanggal 15 Desember
2021. :

MEMUTUSKAN

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut

pada lgjur 2 dari jabatem sebagaimeana tersebut pada lajur
6, dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana
tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan
sebagaimana  tersebut pada lajur 10, dari daftar
Lampiran Keputusan ini.

: Keputusan imi beriakn sejak tanggal peltamtikan.
: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Kantor Regional IV BKN Makassar di

Makassar;

Gubernur Maluku di Ambon;

Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi di Masohi;

Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, _
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah di

g Sseskb

Masohi;

e el




10.

i1,

12.

13,
14,

15.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah di

Masohi;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Negeri, Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Maluku Tengah di Masohi;

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah di

Masohi;

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah
di Masohi;

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 'Kabupaten Maluku Tengah di
Masohi;

Arsip.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 16 Pebruari 2022
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—

ALUKU TENGAHS










